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LAMPIRAN 

Lampiran 1  

Transkrip Wawancara 

Poltak Binsar Simanjuntak : bagaimana pengaturan undercover buy dalam 

pengaturan internal polri, seperti standar atau kriterianya, durasi pelaksanaan, dan 

bentuk pengawasannya ? 

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang 

: undercover buy itu apa artinya ? 

Poltak Binsar Simanjuntak : pembelian terselubung 

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang 

: pembelian terselubung itu bagian daripada kegiatan kami dalam hal melakukan 

penyidikan tindak pidana khususnya di narkotika, otomatis pembelian terselubung 

itu mendapatkan surat perintah khusus, tidak seperti umum. Surat perintah nya 

mengenai pembelian terselubung yang dikeluarkan oleh pimpinan kami. terus 

daripada kegiatan undercover buy tersebut otomatis masalah hasilnya nantinya 

dicantumkan dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyidikan. Untuk masalah 

teknisnya namanya juga undercover, otomatis anggota menyamar jadi seolah olah 

jadi pembeli. Dalam kegiatan undercover buy harus terlebih dahulu dilakukan 

pengumpulan data awal dengan cara profiling, surveillance. 

Poltak Binsar Simanjuntak : kalo untuk peraturan yang mengaturnya bagaimana ? 

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang 

: di dalam peraturan undang-undang itu disebutkan, pembelian terselubung itu di 

dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. pelaksanaan nya 

berdasarkan surat perintah khusus 

Poltak Binsar Simanjuntak: berarti selain undang-undang narkotika, apakah ada 

peraturan yang mengatur dalam polri ? 

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang 

: ada, kaitannya dengan penyidikan, seperti pengawasan terhadap penyidikan ada 

sendiri 

Poltak Binsar Simanjuntak : artinya peraturan yang dimaksud peraturan penyidikan 

secara umum ? 

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang 

: iya, penyidikan secara umum 
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Poltak Binsar Simanjuntak : bagaimana kriteria untuk diterapkan metode 

undercover buy ? 

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang 

: undercover buy itu bisa digunakan dan bisa tidak digunakan, karena dalam hal 

perkembangan hasil target yang dicapai itu kan dinamis, mungkin untuk situasi 

tertentu bisa langsung dilakukan penangkapan, namun pada saat diperlukan 

menyamar nanti otomatis akan melapor kepada atasan penyidik, maka harus 

dibuatkan surat perintah khusus. Kalo bicara pengawasan, awal tengah dengan 

akhir berdasarkan laporan yang berisi dokumen, foto, video pada saat melakukan 

penangkapan. 

Poltak Binsar Simanjuntak : apakah undercover buy dapat disebut metode efektif 

dalam penyidikan tindak pidana narkotika ? 

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang 

: efektif dan tidak, tergantung bagaimana situasi dan kondisi, Kadang metode 

tersebut dipakai kadang juga engga. Tapi metode tersebut dibutuhkan sehingga 

metode tersebut diatur dalam undang-undang 

Poltak Binsar Simanjuntak : seberapa sering melakukan metode undercover buy ? 

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang 

: untuk itu harus melihat data dulu, dan masuknya ke dalam data pengungkapan 

Poltak Binsar Simanjuntak : dalam melaksanakan undercover buy biasanya upaya 

paksa apa saja yang dipakai ? 

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang 

: untuk upaya paksa biasanya diawali penangkapan, lalu penggeledahan, dan 

penyitaan. Dalam hal ini tergantung pada situasi di lapangan dan bukti awal yang 

cukup, bertujuan untuk menghindari salah sasaran. Karena biasanya pelaku-pelaku 

tersebut menyuruh anak-anak atau layanan pengiriman barang online yang tidak 

mengetahui bahwa isi barangnya adalah narkotika. 

Poltak Binsar Simanjuntak : bagaimana sistem pengawasan terhadap pelaksanaan 

metode undercover buy ? apakah ada pengawasan dari luar institusi Polri ? 

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang 

: kalo pengawasan di internal kita itu dilakukan oleh pengawas penyidik, pengawas 

penyidik mengikuti segala pelaksanaan dari awal hingga akhir, jangan sampai ada 

keterlambatan surat menyurat, penerapan pasal, unsur-unsur segala macam, dan 

melakukan pengecekan tahapan-tahapan nya. kalo pengawasan terhadap satres 

narkoba dilakukan oleh direktorat narkoba polda jawa tengah, kalo keatasnya lagi 
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oleh mabes (reskrim polri). Satuan kita diatas juga melakukan supervisi ke kita 

terhadap pelaksanaan itu (undercover buy).  

Poltak Binsar Simanjuntak : bagaimana mengenai lamanya waktu pelaksanaan 

undercover buy ? 

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang 

: masa kegiatan itu tentatif bagaimana situasi di lapangan. karena biasanya 

dilakukan profiling terlebih dahulu, lalu control delivery kadang terdapat situasi 

dimana tersangka tidak ada di tempat atau yang menerima barang orang lain. 

Poltak Binsar Simanjuntak : apakah terdapat batasan tentang lamanya melakukan 

undercover buy ? 

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang 

: kalo menurut saya, mengenai masa kegiatan balik lagi tentang situasi yang 

dinamis. Kadang mau dilakukan undercover buy tidak jadi karena sudah ketahuan 

oleh tersangka. Kalo umumnya saya melaporkan undercover buy itu 3 (tiga) hari, 

itu salah satu bentuk pengawasannya berupa pertanggungjawabannya karena untuk 

menghindari tindakan kesewenangan 

Poltak Binsar Simanjuntak : bagiamana menurut pendapat bapak mengenai belum 

adanya peraturan khusus tentang special investigates atau undercover operations 

seperti undercover buy ? karena pada aturan yang berlaku dan praktiknya mengikuti 

pada aturan penyidikan tindak pidana umum, seperti tentang durasi, sistem 

pengawasannya 

KOMPOL EDI SUTRISNO, SH, MH Wakasat Resnarkoba Polrestabes Semarang: 

iya, mengikuti pada aturan penyidikan tindak pidana umum. Kalo berbicara efektif 

atau tidak, saya pernah mengikuti perbandingan di luar negeri, kalo secara teknis 

dan taktif mereka banyak mengatur namun pada saat praktiknya mereka banyak 

meniru kita. kalo ada peraturan khusus tersebut tidak masalah. 
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Lampiran 2  

Dokumentasi Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Lampiran 3  

Surat Izin Penelitian/Riset 
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Lampiran 4  

Nota Dinas Polrestabes Semarang 

 


